PENGUMUMAN

ERATURAN PEMERINTAH

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN

PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI

(Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I
Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/201 9, tanggal 23 September 2015)

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka memperluas kesempatan
berusaha bagi masyarakat untuk melakukan ke-
giatan produktif, perlu mengembangkan pelaksa-
naan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembi-
ayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip Syariah, agar masyarakat memperoleh
manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-be-
sarnya;

bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pin-
jam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang
semakin berkembang, sesuai dengan dinamika
dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial ma-
syarakat, maka Keputusan Menteri Negara Ko-
perasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Repub-
lik Indonesia Nomor : 91/Kep/M. KUKM/IX/2004
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syariah sudah tidak ses-
uai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
bshwa sebagai lembaga keuangan, usaha sim-
pan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi
melaksanakan fungsi intermediasi yang memiliki
ciri, bentuk dan sistem tersendiri, harus diatur,
diawasi dan dinilai kesehatannya.

bahwa pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
perlu disesuaikan dengan perkembangan stan-
dar akuntansi keuangan vang berlaku, maka Per-
aturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Repub-
lik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007
Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi
Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan
Syariah Koperasi sudah tidak sesuai, sehingga
perlu dilakukan penyempurnaan.

e

bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pin-
jam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang
semakin berkembang, sesuai dengan dinamika
dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial ma-
syarakat, maka Peraturan Menteri Negara Kop-
erasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik
Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007
Tentang Pedoman Standar Operasional Manaje-
men Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit
Jasa Keuangan Syariah Koperasi sudah tidak ses-
uai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, ¢, d dan e perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM ten-
tang} Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjamdan Pem-
biayaan Syariah oleh Koperasi.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Nomor 4459):
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha, Mikro Kecil dan Menengah {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 48686);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5225);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lem-
baga Keuangan Mikro{Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1894 ten-
tang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koper-
asi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 3540);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994
tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 3549);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 ten-
tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpah Pinjam
oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998
Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik indo-
nesia Nomor 3744);

Peraturan : Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasan-
nya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4667);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
tentang pelaksanaan Undang-undangNomaor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No-
mor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5508};

Peraturan Presidern Republik Indonesia Nomor

165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan

Fungsi Kabinet Kerja;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62

16.

17,

Tahun2015 tentang Kementerian Koperasi, dan
Usaha Kecil dan Menengah;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.
KUKM/IX/2015 tentang Kelembagan Koperasi;
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.
KUKM/1X/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHAKE-
CIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAY -
AAN SYARIAH OLEH KOPERASI

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dafam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Koperasi adalah badan usaha yang/ beranggot-
akan orang-seorang atau badan hukum koperasi
denga melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan eko-
nomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluar-
gaan sebagaimana yang dimaksud dalam per-
aturan perundang-undangan perkoperasian.
operasi -Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS
adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi
simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prin-
sip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/se-
dekah, dan wakaf.

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kop-
erasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah
unit koperasi yang bergerak di bidang usaha me-
liputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai
prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infaq /
sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan
koperasi yang bersangkutan. !

KSPPS primer adalah Koperasi yang didirikan oleh
dan beranggotakan orang seorang.J

KSPPS Sekunder adalah Koperasi yang didirikan
oleh dan beranggotakan KSPPS.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam
kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang-
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dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI}.

Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang
diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk
mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
Pengawas adalah anggota koperasi yang diang-
kat dan dipilih dalam rapat anggota untuk menga-
wasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan
‘koperasi.

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang di-
pilih oleh Koperasi yanghersangkutan berdasarkan
keputusan rapat anggota dan beranggatakan alim
ulama yang ahli dalam syariah yang menjalank-
an fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah
pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang
memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap
fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
. Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak
ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi
wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau
Unit Simpan Pinjam Koperasi.

. Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian
kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian
antara salah seorang dari suami isteri dan kelu-
arga sedarah dari pihak lain.

. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau
anggotanya kepada koperasi dalam bentuk sim-
panan dan tabungan.

. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang
sama banyaknya yang waijib dibayarkan kepada
Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang
tidak dapat diambil kembali selama yang bersang-
kutan masih menjadi anggota.

. Simpanan Waijib adalah jumlah simpanan ter-
tentu yang tidak harus sama yang waijib dibayar

anggota kepada koperasi dalam waktu dan kes-

empatan tertentu, yang tidak dapat diambil kem-
bali selama yang bersangkutan masil}v_:"_fp"\eniadi
anggota. 2% il

. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi
dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan
berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepak-
ati antara penabung dengan koperasi‘yang ber-
sangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan
Koperasi.

. Simpanan Berjangka adalah simpanan pada ko-

3

perasi yang penyetcrannya dilakukan sekali dan
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu |
tertentu menurut perjanjian antara penyimpan
dengan koperasi yang bersangkutan.

. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagi-

han yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah
dan musyarakah;

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah
atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya
bittamlik;

c. transaksi jual beli datam bentuk piutang mu-
rabahah, salam, dan istishna’;

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piu-
tang gardh; dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk
fjarah untuk transaksi mﬁltijasa berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS
dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau di-
beri fasilitas dana untuk mengembalikan dané
tersebut setelah jangka waktu tertentu den-
gan imbalan ujrah, tanpa imbalan;; atau bagi
hasil. ‘

. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang di-

peroleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak
yvang dimasudkan untuk memupuk modal sendiri
dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

. Modal sendiri KSPPS adalah jumlah simpanan po-

kok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan
dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain

.'yang memiliki karakteristik sama dengan simpan-

an waijib.

. Modal USPPS KoperaSI adalah modal tetap |

USPPS Koperasi yang ditempatkan oleh kop-
erasinya pada awal pendirian USPPS Koperasi,

‘modal tidak tetap tambahan dari koperasi yang

bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari
hasil usaha USPPS Kaoperasi.

. Modal Kerja adalah dana yang harus tersedia un-

tuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang
ditanamkan dalam aktiva lancar.

'2. Modal Usaha.adalah dana yang harus tersedia un-

tuk usaha dan merupakan daﬁﬁa yang tertanam
dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap.
Rencana Kerja adalah rincian kegiatan yang akan
dilaksanakan pada 1 (satg') eriode yang telah di-
tentukan.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola
koperasi untuk menjalankan operasional usaha
dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.
Jaringan Pelayanan adalah bentuk pelayanan ko-
perasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor
cabang pembantu dan kantor kas dalam upaya
meningkatkan pelayanan kepada anggota.
Kantor Cabang KSPPS adalah kantor cabang yang
mewakili kantor pusat dalam menjalankan keg-
iatan usaha menghimpun dana dan penyaluran-
nya serta mempunyai wewenang memutuskan
pemberian pinjaman-dan pembiayaan syariah.
Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang
pembantu KSPPS yang berfungsi mewakili kantor
cabang dalam menjalankan kegiatan usaha un-
tuk menghimpun dana dan penyalurannya serta
mempunyai wewenang menerima permohonan
pinjaman dan pembiayaan syariah tetapi tidak
mempunyai wewenang untuk memutuskan pem-
berian pinjaman dan pembiayaan syariah.

Kantor Kas adalah kantor kas KSPPS yang ber-
fungsi mewakili kantor cabang dalam menjalank-
an kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
Standar Operasional Manajemen bagi KSPPS dan
USPPS Koperasi adalah struktur tugas, prosedur
kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang

. dijadikan panduan bagi pihak manajemen KSPPS

~:dan USPPS Koperasi.
. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilaku-

kan Pemerintahuntuk menciptakan dan mengem-
bangkan iklim yang kondusif yang mendorong

- pemasyarakatan koperasi melalui pemberian
bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada
koperasi.

31.

32.

33.

Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilaku-
kan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas
syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan ma-
syarak'at;, agar organisasi dan usaha KSPPS dan
USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik
sesuai dengan perundang-undangan yang ber-
laku.

Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah
kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen
koperasi yang dinyatakan, Sehat, Cukup Sehat,
Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khu-
SuS.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS
atau USPS Koperasi dan pihak lain yang memuat
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34.

&3,

36.

ST

38.

i

40.

41.

42.

43.

adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing
pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Hibah adalah akad pemberian dana, barang dan
atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali.

ljarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka
memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu
barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ba-
rang itu sendiri.

ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah akad
penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak
guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa
berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemin-
dahan kepemilikan barang.

Istishna adalah akad pembiayaan barang dalam
bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang
disepakati antara pemesan atau pembeli {mus-
tashni’} dan penjual atau pembuat (shani’).
Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama
di mana seseorang menyerahkan hartanya ke-
pada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan
bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pen-
gelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak ses-
uai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan
kerugian ditanggung oleh shahib ai mal sepanjang
tidak ada kelalaian dari mudharib.

Murabahah adalah akad Pembiayaan suatu ba-
rang dengah menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga
yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di
mana masing-masing pihak memberikan kon-
tribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang
disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian)
akan ditanggung bersama secara proporsional.
Qardh adalah adalah akad pinjaman dana kepada
anggota koperasi dengan ketentuan bahwa ang-
gota koperasi wajib mengembalikan dana yang
diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
Salam adalah akad pembiayaan suatu barang
dengan cara pemesanan dan pembayaran harga
yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat ter-
tentu yang disepakati;

Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang
antara pihak yang mempunyai barang atau uang
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dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan
untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta
keutuhan barang atau uang;

44. Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada
penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas
atas nama pemberi kuasa;

45. Ujroh adalah pembayaran sewa oleh Pihak Kedua
kepada Pihak Pertama dikarenakan pemindahan
hak guna (manfaat) suatu barang/jasa.

46. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh
seorang muslim atau badan usaha untuk diberi-
kan kepada yang berhak menerimanya sesuai
dengan syariat Islam.

47. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh ses-
eorang atau badan usaha di luar zakat untuk ke-
maslahatan umum.

48. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dike-
luarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar
zakat untuk kemaslahatan umum.

49. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk me-
misahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai denhgan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.

BAB ||
PENDIRIAN DAN LEGALITAS USAHA SIMPAN
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah
hanya dapat dilaksanakan oleh:
a. KSPPS;
b. USPPS Koperasi.

(2) KSPPS dapat berbentuk:
a. KSPPS Primer;
b. KSPPS Sekurider. _

(3} Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah han-
ya dapat dibentuk oleh koperasi primer dan kop-
erasi sekunder.

(4) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah
koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang
diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutu-
han ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi
kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Bagian Kedua

(1)

{2}

(3)

(1)

(2)
{3)

{4)

(5)

{6)

(7)

Pendirian KSPPS
Pasal 3

Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan per-
aturan perundang-undangan dengan memperhati-
kan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggot-
anya.
Pengesahan akta pendirian KSPPS diberikan den-
gan menerbitkan 2 (dua) dokumen yaitu doku-
men pengesahan badan hukum dan dokumen ijin
usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
KSPPS sekunder didirikan oleh sekurang-kurang-
nya 3 (tiga) badan hukum KSPPS.

Bagian Ketiga
Pembentukan USPPS Koperasi
Pasal 4
Pembentukan USPPS Koperasi dilaksanakan ses-
uai dengan peraturan perundang-undangan den-
gan memperhatikan kelayakan usaha serta man-
faat bagi anggotanya.
USPPS tidak boleh dibentuk oleh KSP.
Koperasi yang sudah membentuk USPPS dilarang
membentuk USP.
Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam dan
pembiayaan syariahwajib mengajukan permo-
honan fjin usahq simpan pinjam dan pembiayaan
syariah. ,
USPPS Koperasi yang memiliki modal tetap lebih
kecil dari Rp15.000.000,- {lima belas juta rupiah)
didaftar pada buku registrasi koperasi dan selam-
bat-lambatnya 1 {(satu) tahun sudah mengajukan
permohonan ijin usaha.,
USPPS. Koperasi wajib dikelola secara terpisah
dengan unit usaha lainnya. Y
USPPS Koperasi yang telah mencapai aset sebe-
sar sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,-
{lima miliar rupiah) dapat memisahkan menjadi
KSPPS.

Bagian Keempat
Wilayah Keanggotaan
Pasal 5
Wilayah- keanggotaan KSPPS Primer dan

Sekunder terdiri dari:

(1)

(2)

(3)

Wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah ka-
bupaten/kota; ‘
Wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/
kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

Wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.
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Bagian Kelima
Legalitas Usaha
Pasal 6

(1) Legalitas usaha berbentuk ijin usaha simpan pin-
jam dan pembiayaan syariah.

(2) Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah
hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha ber-
dasarkan prinsip syariah.

(3) ljin usaha simpan pinjam dan pembiayaan sya-
riah diberikan pada KSPPS dan USPPS Koperasi
setelah akta pendirian disahkan.

(4) Penerbitan ijin usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut.:

a. Bupati/Walikota menerbitkan ijin usaha
KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keang-
gotaannya dalam 1(satu) daerah Kabupaten/
Kota;

b. Gubernur menerbitkan ijin usaha KSPPS/
USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaan-
nya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu} daerah Provinsi;

¢. Menteri menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS

Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas:

daerahProvinsi.

Pasal 7
Persyaratan ijin usaha simpan pinjam dan
pembiayaan syariah:

(1} Surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan
pinjam dan pembiayaan syariah;

{2) Foto copy pengesahan akta pendirian/perubahan
anggaran dasar koperasi beserta surat keputu-
sannya; :

{3) Foto copy surat bukti setoran modal dalam ben-
tuk deposito di bank syariah atas nama koperasi
dan atau salah satu pengurus;

{4) Daftar riwayat hidup pengurus, pengawas dan
dewan pengawas syariah;

(5) Foto copy KTP dan daftar dewan pengawas sya-
riah;

(6} Rencana kerja selama 2 {dua) tahun.

Bagian Keenam
Transformasi
Pasal 8
{1} KSP/USP Koperasi dapat bertransformasi men-
gubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip sya-
riah dengan persetujuan dari rapat anggota.
(2) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana disebut

pada ayat 1 dilakukan melalui perubahan angga-
ran dasar dengan mencantumkan bahwa usaha
berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya
kegiatan usaha koperasi yang diajukan kepada
Menteri.

(3) KSP/USP Koperasi yang telah mengubah usah-
anya menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak
dapat dikonversi kembali menjadi KSP/USP Kop-
erasl.

(4) Jangka waktu proses transformasi dari KSP/USP
Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi harus
diselesaikan selambat-lambatnya 1 tahun setelah
perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Men-
teri.

BAB Ili
PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

(1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan me-
ningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota,
baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian
pinjaman dan pembiayaan syariah, KSPPS dan
USPPS Koperasi melalui koperasinya dapat mem-
buka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang,
Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

(2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang
Pembantu usaha simpan pinjam dan pembiay-
aan syariah koperasi dapat dilaksanakan setelah
KSPPS dan USPPS Koperasi yang bersangkutan
melaksanakaan kegiatan simpan pinjam dan pem-
biayaan syariah paling sedikit 2 {dua} tahun dan
mempunyai anggota paling sedikit 20 {dua puluh)
orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelay-
anannya.

(3) Pembukaan kantor kas setelah KSPPS dan USPPS
Koperasi yang bersangkutan melaksanakaan keg-
iatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah pal-
ing sedikit 8 (enam) bulan usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah mulai beroperasi den-
gan jumlah anggota paling sedikit 20 {dua puluh)
orang.

Bagian Kedua
Persyaratan Pembukaan Jaringan Pelayanan
Pasal 10
(1) Persyaratan pembukaan kantor cabang dan kan-
tor cabang pembantu sebagai berikut:
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(2)

(1)

(2)

{9)

a. alamat kantor cabang dan kantor cabang
pembantu yang akan dibuka;

b. foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga; )

c. modal kerjauntuk Kantor Cabang dan Kantor
Cabang Pembantu;

d. foto copy hasil penilaian kesehatan dengan
predikat kesehatan paling sedikitcukup sehat;

e. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;

f. neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi
yvang bersangkutan dalam 1 {satu) tahun tera-
khir; :

g. rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit se-'

tahun;

h. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpi-
nan dan daftar nama calon karyawan Kantor
Cabang;

i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat
standar kompetensi.

Persyaratan pembukaan kantor kas sebagai beri-

kut:

a. memiliki kantor cabang dan kantor cabang
pembantu;

b. nama calon kepala kantor kas.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembukaan Jaringan Pelayanan
Pasal 11
Pengurus mengajukan permohonan pembukaan
kantor cabang, kantoer cabang pembantu dan kan-
tor kas kepada Bupati/Walikota dengan melam-
pirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
pasal 10 ayat (1) dan ayat {2).
Bupati/Walikota setempat menerbitkan persetu-
juan atau penolakan pembukaan kantor cabang,
kantor cabang pembantudan kantor kas KSPPS
paling fama 7 (tujuh) hari kerja.
Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan
kantor kas yang telah memperoleh persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)waijib sudah
melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan
pembiayaan syariah selambat-lambatnya 1 {satu)
bulan sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.
Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan seb-
agaimana dimaksud dalam ayat (3), koperasi be-
lum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah, maka persetujuan terse-
but dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final.
Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pen-

(6)

(1)

{2)

{3)

{4)

{5)

{6)

{7)

gawasan kantor cabang, kantor cabang pem-
bantu dan kantor kas yang berkedudukan di
wilayahnvya. -

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (b} terdapat bukti bahwa kantor ca-
bang, kantor cabang pembantu dan kantor kas
tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan
pinjam dan pembiayaan syariah, Bupati/Walikota
diberi kewenangan untuk menutup kantor ca-
bang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

BAB IV
PENGURUS, PENGAWAS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH
DAN PENGELOLA
Bagian Kesatu
Pengurus
Pasal 12

Pengurus KSPPS dipilih dari dan oleh anggota Ko-

perasi serta diangkat dalam Rapat Anggota.

Pengurus koperasi sekunder berasal dari per-

wakilan yang diusulkan koperasi primer anggot-

anya.

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus

meliputi:

a. telah menjadi anggota koperasi paling sedikit
2 (dua) tahun;

b. tidak pernah dihukum karena melakukan tin-
dak pidana yang merugikan korporasi, keuan-
gan negara, danatau yang berkaitan dengan
sektor keuangan, dalam waktu 5 {lima) tahun
sebelum pengangkatan;

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah
dan semenda ‘sampai derajat kesatu dengan
pengurus lain, pengawas dan pengelola;

d. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi
Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud

ayat {2) berlaku persyaratan sebagaimana dimak-

sud ayat {3} huruf a, b, ¢, dan d

Pengurus bertanggungjawab mengenai segala

kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya ke-

pada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Bi-
asa.

Pengurus diberhentikan oleh anggota dalam

Rapat Anggota.

Seorang pengurus KSPPS Primer dilarang merang-

kap sebagai pengurus atau pengawas pada

KSPPS Primer lainnya.
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{2)

(3)

(4)

(5)

(8)

{7)

(8)

(2)

Bagian Kedua
Pengawas
Pasal 13
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi
serta diangkat pada Rapat Anggota.
Pengav{fas koperasi sekunder berasal dari per-
wakilan yang diusulkan koperasi primer anggot-
anya.
Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi penga-
was meliputi:
a. telah menjadi anggota koperasi paling sedikit
2 (dua) tahun;’ 1
b. tidak pernah dihukum karena melakukan tin-
dak pidana yang merugikan korporasi, keuan-
gan negara, dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima} tahun
sebelum pengangkatan;
¢. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah
dan semenda sampai derajat kesatu dengan
pengawas lain, pengurus dan pengelola;
d. pengawas koperasi sekunder berasat dari kop-
erasi primer anggotanya.
e. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi
Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar; '
Persyaratan pengawas sebagaimana dimaksud
ayat (2) berlaku persyaratan sebagaimana dimak-
sud ayat (3) huruf a, b, c, dan d.
Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Ang-
gota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam
rapat anggota.
Seorang Pengawas KSPPS Primer dilarang
merangkap sebagai pengurus atau pengawas
pada KSPPS Primer lainnya.
Apabila ditemukan permasalahan yang berpotensi
menjadi kasus hukum, pengawas dapat meminta
bantuan jasa Kantor Akuntan Publik atau Kantor
Jasa Audit untuk melakukan audit khusus.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah
Pasal 14

KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan ke-
giatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah
wajib memiliki dewan pengawas syariah yang
ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit
berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki
sertifikasi DSN-MUIL.

PENGUMUNAN/ PERATURAN PEMERINTAH

(3)

{4)

(5)

{1

(2)

{3)

(4)

(5)

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan

pengawas syariah meliputi:

a." tidak pernah dihukum karena melakukan tin-
dak pidana yang merugikan korporasi, keuan-
‘gan negara, dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan, dalam waktu 5 {lima) tahun
sebelum pengangkatan;

b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah
dan semenda sampai derajat kesatu dengan
pengurus.

Dewan pengawas syariah diutamakan dari ang-

gota koperasidan dapat diangkat dari luar ang-

gota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2

(dua} tahun.

Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) bertugas:

a. memberikan nasehat dan saran kepada pen-
gurus dan pengawas serta serta mengawasl
kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip
syariah;

b. 'menilai dan memastikan pemenuhan prinsip
syariah atas pedoman operasional dan procuk
yang dikeluarkan oleh KSPPS;

¢. mengawasi pengembangan produk baru;

d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk
produk baru yang belum ada fatwanya;

e. melakukan review secara berkala terhadap
produk-produk simpanan dan pembiayaan
syariah.

Bagian Keempat

Pengelola

Pasal 15
PengurusKSPPS dan koperasi yang menjalankan
kegiatan USPPS dapat mengangkat Pengelola
KSPPS dan USPPS Koperasi dengan mengajukan
rencana pengangkatan pada rapat anggota.
Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi diberi we-
wenang dan kuasa oleh pengurus untuk mengelo-
la usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi bertang-
gungjawab kepada pengurus.
Pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembi-
ayaan syariah oleh pengelola tidak mengurangi
tanggungjawab pengurus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (6).
Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan
syariah koperasi wajib memiliki sertifikat standar
kompetensi pengelola usaha simpan pinjam dan
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pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh lem-
baga sertifikasi profesi yang telah memperoleh
lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Hubungan kerja antara pengelola usaha simpan
pinjam dan pembiayaan syariah dengan pengurus
KSPPS adalah hubungan kerja atas dasar perika-
tan yang mermuat paling sedikit;

a. jangka waktu perjanjian kerja;

b. wewenang, tanggungjawab, hak dan kewa-
jiban masing-masing pihak;

¢. penyelesaian perselisihan.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16
Standar Operasional Manajemen merupakan-
panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan USPPS
Koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi
anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau ang-
gotanya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 17
{1} Ruang lingkup strandar operasional manajemen
meliputi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari :
a. standar operasional manajemen kelembagaan
KSPPS/USPPS koperasi;
b. standar operasional manajemen usaha KSPPS/
USPPS koperasi;
¢. standar operasional manajemen keuangan
KSPPS/USPPS koperasi;
d. pengamanan aset dan hutang.
(2) Standar Operasional Manajemen Kelembagaan
terdiri dari:
a. organisasi dan manajemen KSPPS/USPPS Ko-
perasi:
pengeloladn organisasi;
prosedur penutupan USPPS Koperasi:
prosedur pembubaran KSPPS;
pembagian dan penggunaan SHU;
pengelolaan aset KSPPS dan USPPS Koperasi.
(3) Standar Operasional Manajemen Usaha terdiri
dari:
a. penghimpunan dan penyaluran dana:
b. jenis pinjaman dan pembiayaan;
C. persyaratan calon penerima pinjaman dan

hoao0 o

pembiayaan;

d. pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada
unit lain;

e. batasan maksimum pinjaman dan pembiay-
aan;
biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan:

g. agunan;

h. pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan

. pembiayaan;

i. analisis pinjaman dan pembiayaan;

j- pembinaan anggota oleh KSPPS/USPPS Kop-
erasi;

k. penanganan pinjaman dan pembiayaan ber-
masalah.

(4} Standar operasional manajemen keuangan terdiri
dari:

keseimbangan arus dana;

penggunaan kelebihan dana;

Penghimpunan dana dari luar;

Pembagian SHU;

Pelaporan keuangan;

Pengukuran kinerja KSPPS/USPPS Koperasi..

(5) Pengelolaan aset dan hutang terdiri dari :

a. Pencatatan aset waijib atas nama badan hu-
kum koperasi yang bersangkutan;

b. wajib memiliki catatan kepemilikan aset ko-
perasi, yang paling sedikit menjelaskansta-
tus kepemilikan, sumber, harga dan tanggal
perolehan dan spesifikasi harta yang dimiliki
beserta kondisi fisiknya;

c. aset tetap KSPPS paling banyak 40% (empat
puluh perseratus) dapat dijadikan jaminan_hu—
tang dengan persetujuan rapat anggota;

d. hutang koperasi wajib dicatat atas sumber,
jumlah dan tanggal perolehannya;

e. hutang koperasi yang bersumber dari modal
penyertaan tidak dapat dikonversi menjadi
modal sendiri;

f. hutang koperasi dengan tenggat waktu jang- |
ka panjang wajib mendapat persetujuan rapat
anggota.

0o oo oo

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman
standar operasional manajemen KSPPS dan USPPS
Koperasi diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pem-
biayaan.

BAB VI
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(2)

{3)

(1)

PERMODALAN
Bagian Kesatu
Modal Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah
Pasal 19

Modal usaha awal pada setiap pendirian KSPPS

Primer dan KSPPS Sekunder dihimpun dari sim-

panan pokok dan simpanan wajib anggotanya

dan dapat ditambah dengan hibah.

Modal usaha awal KSPPS Primer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito

pada Bank Syariah dengan rincian sebagai beri-
kut:

a. modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota-
ditetapkan sebesar Rp15.000.000,- {lima be-
las juta rupiah);

b. modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan
sebesar Rp75.000.000,- {tujuh puluh lima
juta rupiah). . ‘

¢. modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan
sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh
puluh lima juta rupiahj.

modal usaha awal KSPPS Sekunder sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito

pada Bank Syariah dengan rincian sebagai beri-
kut:

a. modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
ditetapkan sebesar Rp50.000.000,- {lima pu-
luh juta rupiah);

b. modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 [satu) daerah Provinsi ditetapkan
sebesar Rp1560.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah);

¢. modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan
sebesar Rpb00.000.000,- (lima ratus juta ru-
piah). ¢

Pasal 20
Setiap pembentukan USPPS Koperasi Primer atau
USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan
modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi,
dalam bentuk deposito pada bank syariah yang

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(2)

{2)

(3)

4)

M

ditetapkan sebagai berikut :

a. modal awal pembentukan USPPS Koperasi
Primer sebesarRp.15.000.000,- (lima belas
juta rupiahj}.

b. modal awal pembentukan USPPS Koperasi
Sekunder sebesarRp.50.000.000,- {lima pu-
luh juta rupiah}.

Ketentuan tentang permodalan dan pengemban-

gannya diatur tersendiri dalam Peraturan Deputi

Bidang pembiayaan.

BAB VI
KEGIATAN USAHA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan

syariah meliputi :

a. menghimpun simpanan dari anggota yang
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prin-
sip syariah dengan akad wadiah atau mudhar-
abah;

b. menyalurkan pinjaman dan pembiayaan sya-
riah kepada anggota, calon anggota dan kop-
erasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk
pinjaman berdasarkan akad qard dan pembi-
ayaan dengan akad murabahah, salam, istish-
na, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah
muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hi-
walah, atau akad iain yang tidak bertentangan
dengan syariah;

c. mengelola keseimbangan sumber dana dan
penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.

Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan ha-

rus menggunakan dana yang berasal dari pendan-

aan dengan prinsip syariah.

Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat {1) huruf b, dalam waktu selambat-

lambatnya 3 (tiga} bulan wajib menjadi anggota
koperasi.

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan

syariah dengan koperasi lain dilakukan melalui ke-

mitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis
dengan akad sesuai prinsip syariah.

Pasal 22
Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan
syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah
dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

4)

{1)

{2)

(3)

4}

kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mema-
tuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan
usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah-
dengan predikat penilaian kesehatan “Dalam Pen-
gawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan
usahanya sampai dapat memperbaiki struktur
keuangannya.

KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan
kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.
KSPPS sekunder dan Koperasi sekunder yang
memiliki unit dimpsn pinjsm pembiayaan syariah
dilarang memberikan pinjaman dan pembiayaan
kepada perorangan.

Pasal 23
Koperasi wajib memiliki sistem informasi pelay-
ahan anggota sebagai alat pengendalian dan pen-
gambilan keputusan.
Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu
vang berhubungan dengan simpanan, tabungan
masing-masing penyimpan serta pinjaman dan
pembiayaan syariah yang disalurkannya, kecu-
ali dalam hal yang diperiukan untuk kepentingan
proses pengawasan, peradilan dan perpajakan.
Pengurus dan Pengelola wajib memberikan ke-
sempatan dan memberikan bantuan kepada Pe-
jabat yang berwenang untuk memeriksa buku,
dokumen dan berkas-berkas yang ada padanya
dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala
keterangan serta penjelasan yang dilaporkan oleh
KSPPS dan USPPS Koperasi.
Koperasi wajib memasang papan nama pada kan-
tor pusat dan kantor jaringan usaha.

Bagian Kedua

Simpanan

Pasal 24
Kegiatan menghimpun dana sebagaimana Pasal
21 ayat (1) huruf a dalam bentuk simpanan.
Pemberian nama produk simpanan kaperasi meru-
pakan wewenang pengurussetelah mendapat
pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
Simpanan diberikan bagi hasil dan imbal jasa atau
bonus yang besarnya ditetapkan oleh pengurus.
Perhitungan bagi hasil untuk simpananyang meng-
gunakan akad Mudharabah berasal dari pendapa-
tan operasional utama KSPPS atau USRPS kop-
arasi,

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersi-
fat sukarela untuk simpanan yang menggunakan
akad wadiah didasarkan kepada kebijakan opera-
sional KSPPS atau USPPS koperasi.

KSPPS dan USPPS Koperasi wajib menjamin ke-
amanan simpanan dan tabungan anggota, calon
anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Bagian Ketiga
Pinjaman dan Pembiayaan Syariah
Pasal 25
Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembi-
ayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi
wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman
yang sehat.
Besarnyamarijin dan nisbah bagi hasil serta be-
sarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam
rapat anggota. :
Pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah diu-
tamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
Pada transaksi akad musyarakah, KSPPS/USPPS
Koperasi wajib melakukan pembinaan kepada
anggota untuk memisahkan antara harta pribadi
dengan harta yang digunakan untuk usaha.

Pasal 26
Dalam hal terdapat kelebihan dana setelah

melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman dan pem-
biayaan syariah kepada Snggota, calon anggota, ko-
perasi lain dan anggotanya, maka KSPPS dan USPPS
Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan
dana tersebut dalam bentuk:

1.
2.

(1)

(2)

Simpanan pada KSPPS sekundernya;

Giro, tabungan pada bank syariah dan lembaga
keuangan syariah lainnya;

Mengembangkan dana melalui sarana investasi
lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, rek-
sadana, surat perbendaharaan Negara dan. in-
vestasi di sektor keuangan berdasarkan prinsip
syariah dengan persetujuan rapat anggota.

Bagian Keempat
Kegiatan Maal
Pasal 27
KSPPS atau USPPS koperasi menyelenggarakan
kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan ang-
gota dan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi.
Kegiatan Maal dilakukan melalui penghimpunan
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(1)

(1)

(2)

(3)

dan pengelolaan dana zakat, infag, shadagah,
wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai dengan per-
aturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

Kegiatan Maal wajib dilaporkan dalam laporan
sumber dan penggunaan dana zakat, infag, sha-
dagah, wakaf, dan dana sosial lainnya,terpisah
dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi.

Bagian Kelima
Jaminan
Pasal 28

Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman dan

pembiayaan syariah, KSPPS dan USPPS Koperasi

dapat :

a. menerapkan simpanan wajib pinjaman atau
pembiayaan syariah;

b. menerapkan sistem tanggung renteng di an-
tara anggota.

¢. menetapkan jaminan atas pinjaman atau pem-
biayaan yang dapat berupa barang atau hak
tagih yang diperhitungkan senilai dana pinja-
man atau pembiayaan yang bersangkutan;

d. apabila diperoleh keyakinan mengenai ke-
mampuan dalam mengembalikan pinjaman
atau pembiayaannya, maka agunan dapat
berupa barang yang secara fisik tetap berada
pada pemiliknya (fidusia);

e. melindungi keamanan pinjaman dan pembiay-
aan melalui penjaminan dan asuransi.

KSPPS/USPPS Koperasi secara bersama-sama

KSPPS/USPPS Koperasi lainnya dapat memban-

gun sistem informasi pinjaman anggota;

Dalam hal KSPPS dan USPPS Koperasi memiliki

agunan yang telah jatubh tempao dan tidak mung-

kin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan
tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan.

BAB VIl .
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29
Pemerintah menetapkan kebijakan yang men-
dorong koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat,
mand'irj, dan'tangguh.
Pembinaan terhadap KSPPS dan USPPS Kaoperasi
Primer dan Sekunder dilakukan oleh Menteri.
Pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pem-
biayaan syariah diatur dengan ketentuan sebagai

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH _

(1

(2)

berikut: )

a. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder
dengan wilayah keanggotaan dalam daerah
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Wa-
likota;

b. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Ka-
bupaten/Kota dalam 1 (satu)} daerah Provinsi
dilakukan oleh Gubernur;

c. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah
Provinsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembi-
ayaan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}

dan ayat (3) meliputi upaya untuk mengembang-

kan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimb-
ingan, kemudahan dan perlindungan pada usaha
simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 30

Pengembangan iklim usaha yang kondusif se-

bagaimana Pasal 29 ayat (4) dilakukan dengan

menerbitkan :

a. ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan sya-
riah;

b. pedoman pengelolaan kegiatan usaha simpan
pinjam dan pembiayaan syariah;

¢. pedoman penguatan kapasitas kelembagaan
KSPPS dan USPPS;

d. pedoman literasi dan sosialisasi;
pedoman penumbuhan usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah oleh koperasi;

f. pedoman pengawasan;

g. pedoman penetapan standar kelayakan dan
kepatutan pengurus, standar kompetensi pen-
gelola; dan

h. pedoman pelaksanaan tugas pengawas dan
dewan pengawas syariah.

Pemberian bimbingan dilakukan dalam bentuk :

a. pemberdayaan dan pengembangan usaha
simpan pinjam dan pembiayaan syariah kop-
erasi;

b. penerapan penilaian kesehatan usaha simpan
pinjam dan pembiayaan syariah koperasi;

¢. penerapan prinsip kehati-hatian usaha simpan
pinjam dan pembiayaan syariah koperasi;

d. meningkatkan akses pembiayaan melalui
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: PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

perkuatan permodalan;

e. pengembangan berbagai skim pembiayaan;

f. pemanfaatan modal penyertaan, obligasi sya-
riah dan surat utang syariah dan pengemban-
gan koperasi sekunder yang berfungsi sebagai
koordinator jaringan kerjasama usaha antar
koperasi.

Kemudahan dan perlindungan dalam bentuk :

a. advokasi dan bantuan hukum;

b. kerja sama dan kemitraan; !

¢. lembaga konsultasi dan pendampingan usaha;

d. pemanfaatan teknologi informasi dan komuni-
kasi; dan :

€. penerapan teknologi tepat guna.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 31

Pengawasan terhadap- KSPPS dan USPPS Kop-
erasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan
anggota dan para pihak terhadap Koperasi yang
bersangkutan.
KSPPS dan USPPS Koperasi yang mempunyai
volume pinjaman yang diberikan telah mencapai
Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta
rupiah)dalam 1 (satu} tahun buku wajib diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik, dan hasilnya dilapor-
kan pada Rapat Anggota.
Ketentuan pengawasan lebih lanjut diatur dengan
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 32
Pengurus KSPPS atau Koperasi yang memiliki
USPPS wajib memberikan laporan kepada penga-
was setiap triwulan.
KSPPS dan USPPS Koperasi melalui koperasi
yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan
keuangan secara berkala kepada pejabat yang
memberikan ijin usaha simpan pinjam dan pembi-
ayaan syariah pada setiap triwulan dan tahunan.
Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan keg-
iatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi dilaku-
kan dengan media pengiriman dan atau meman-
faatkan teknologi informasi.

Pasal 33
KSPPS atau USPPS Koperasi wajib memban-

gun unit satuan tugas pengawasan dan pelaporan
transaksi mencurigakan.
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BAB 1X

PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM

{1)

(2)

(3)

(4)

{5)

(6)

{7)

DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Pasal 34

Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan

pembiayaan syariah adalah penilaian kinerja yang

dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah
untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan

USPPS Koperasi serta setiap kantor cabang.

Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi

dilakukan sebagai berikut :

a. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder
dengan wilayah keanggotaan dalam daerah
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Wa-
likota;

b. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Ka-
bupaten/Kota dalam 1 (satu} daerah Provinsi
dilakukan oleh Gubernur;

c. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah
Provinsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembi-
ayaan.

Penilaian Kesehatan setiap kantor cabang dilaku-

- kan oleh Bupati/Walikota.

Dalam melakukan penilaian kesehatan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat

dibentuk tim penilai kesehatan dari aparatur sipil

negara dengan persyaratan sekurang-kurangnya :

a. memiliki pendidikan sekurang-kurangnya Di-
ploma lil;

b. memiliki kemampuan dan pengetahuan
perkoperasian dan telah mengikuti pelatihan
dan atau bimbingan teknis penilaian kesehat-
an usaha simpan pinjam.

Hasil Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Ko-

perasi diklasifikasikan dalam 4 {empat} kategori:

Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan

Dalam Pengawasan Khusus.

Penilaian kesehatan KSPPS dan-USPPS Koperasi

dilakukan setiap tahun selambat-lambatnya bulan

Juni.

‘Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pe-

nilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi
diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Penga-
wasan.

BAB X
SANKSI
Pasal 35
KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan




pelangjgaran atas sebagian dan atau seluruh bagian
dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi adminis-
tratif berupa: i

(1)

(2)

(3)

(4)

(%)

(6)

(7)

Teguran tertulis pertama dan kedua.

Usulan pemberhentian sementara terhadap pen-
gurus dan atau pengelola.

Pembekuan sementara ijin usaha simpan pinjam
dan pembiayaan.

Pencabutan ijin usaha.

Penutupan USPPS Koperasi dan pembubaran
KSPPS.

BAB X|
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi yang sudah berjalan
pada saat Peraturan Menteri ini berlaku tetap
melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib
menyesuaikan Anggaran dasar dengan Peraturan
ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1

{satu) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan ini. -

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi yang pada saat
pengesahan badan hukum belum memiliki ijin
usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah,
wajib mengurus ijin usaha selambat-lambatnya 1
(satu) tahun sejak diberlakukannya peraturan ini.
Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dan
pembiayaan syariah dalam operasionalnya hanya
berjalan unit simpan pinjam dan pembiayaan sya-
riah saja, dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-
turut wajib merubah Anggaran Dasar menjadi
KSPPS

Terhadap calon anggota sebagaimana pasal 21
ayat {1) huruf b tidak berubah menjadi anggota
sejak tanggal dinyatakan sebagai calon anggota,
dikenakan sanksi sebagaimana pasal 3b.
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi yang telah berdiri
wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai
dengan Peraturan ini dalam jangka waktu selam-
bat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ber-
lakunya peraturan ini.

KSP yang mempunyai USPPS diberikan waktu
paling lama 1 (satu} tahun untuk melakukan pe-
misahan-dengan membentuk badan hukum send-
iri sebagai KSPPS.

Dengan berlakunya Peraturan ini, makaKeputu-
san Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah Republik Indanesia Nomor : 91/

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(8)

(9)

Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelak-
sanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
UKM Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.
KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Ke-
sehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan
Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Peraturan
Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/
PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar
Qperasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan
Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Kopera-
sidinyatakan tidak berlaku.

Kelompok masyarakat yang telah melakukan
usaha simpan pinjam dan atau pembiayaan sya-
riah tetapi belum memiliki legalitas agar menye-
suaikan dengan peraturan ini.

Peraturan Deputi sebagai pelaksanaan atas per-
aturan ini ditetapkan selambat-lambatnya 3 (bu-
ian) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB Xl
PENUTUP
Pasal 37
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diun-

dangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peratuan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta -
pada tanggal 8 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
FERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1495

(BN)
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